IMAN | PEHATURAN F‘EMERINTAH

TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN DUGAAN
PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN/ATAU PERUSAKAN HUTAN

{Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I
Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017, tanggal 31 Maret 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA,

. Menimbang :

da.

bahwa untuk perlindungan dan pengelolaan ling-
kungan hidup dan hutan, $etiap orang mempun-
vai hak dan peran untuk melakukan pengaduan
akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan;
bahwa untuk perlindungan dan pengelolaan ling-
kungan hidup dan hutan, pemerintah bertugas
dan berwenang mengembangkah dan melak-
sanakan kebijakan pengelolaan pengaduan;
bahwa untuk memperkuat peran serta masyara-
kat dalam memantau lingkungan hidup dan hutan

-diperlukan kebijakan pengelolaan pengaduan seb-

agai bagian dari peningkatan pelayanan publik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c,
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65
ayat (6) dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeio-
laan Lingkungan Hidup, Pasal 68 ayat {2) huruf
¢ dan Pasal 69 ayat (1} Undang-Undang Nomor
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaima-
ha telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Un-
dang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
menjadi UndangUndang, Pasal 58 ayat (2) huruf
b, serta Pasal 61 huruf a dan huruf d Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencega-
han dan Pemberantasan Perusakan Hutan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan tentang Tata Cara Pengelolaan -

Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Peru-

sakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hu-
tan;

Mengingat :

1.

6.

Undang-Undang Nomgr § Tahun 1980 tentang
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Eko-
sistemnya {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3419); i
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3888) seb-
agaifnana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Per-
aturan. Pemerintah Pengganti UndangUndang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambah-
an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hid-
up {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonasia Nomor 5059);
Undang-Undang Nemor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hu-
tan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5432);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lem-

baran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-

hun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nega-

_ ra Republik Indonesia Nomor 5679};

| 7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang

' Konservasi Tanah dan Air {Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 5608); ‘

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehuta-
nan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 17);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehu-
tanan Nomor P.18/MENLHK-1I/2015 tentang Or-
ganisasi dan Tata Kerja Kementerian lingkungan
Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik In-
donesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGELO-
LAAN PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN DAN/
ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/
ATAU PERUSAKAN HUTAN. '

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud

| dengan:

1. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara
lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada
instansi penanggung jawab, mengenai dugaan
terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak
di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan
dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap peren-
canaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksa-
naan.

2. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk

/ PERATURA

atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,
dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan
hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui
baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetap-
kan.

3. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan
orang yang menimbulkan perubahan langsung
atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kim-
ia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga
melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup.

4. Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau per-
buatan merusak hutan melalui kegiatan pembal-
akan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin
atau penggunaan izin yang bertentangan dengan
maksud dan tujuan pemberian izin di dalam ka-
wasan hutan yang telah ditetapkan; yang telah
ditunjuk, ataupun yang sedang diproses peneta-
pannya oleh Pemerintah. ‘

5. Pengelolaan Pengaduan adalah kegiatan yang
meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi, peru-
musan laporan hasil, dan tindak lanjut hasil pen- |,
gaduan.

6. Verifikasi Pengaduan adalah kegiatan untuk
memeriksa kebenaran pengaduan dan ketaatan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ter-
hadap peraturan perundangundangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dan kehutanan.

7. Analisis adalah kegiatan untuk mencari dan men-
getahui hubungan antara fakta yang diperoleh
dalam kegiatan verifikasi dengan ketentuan per-
aturan perundangundangan sehingga diperoleh |
suatu kesimpulan atas pengaduan yang disam- |
paikan. \

8. Pelanggaran Tertentu adalah pelanggaran yang
apabila tidak dihentikan seketika akan menimbul-
kan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup yang lebih berat.

9. Pelanggaran Serius adalah tindakan melanggar
hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/
atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif be-
sar dan menimbulkan keresahan masyarakat.

10. Instansi Penanggung Jawab adalah instansi yang
tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlind-
ungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/
atau kehutanan.

11. Pengadu adalah orang perseorangan, kelompok
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orang, badan hukum, atau instansi pemerintah
yang mengadukan dugaan terjadinya pancemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau
perusakan hutan. )

12. Sekretariat Pengaduan atau Pos Pengaduan
adalah pusat layanan bagi Pengadu yang me-
nyampaikan pengaduan dugaan pencemaran dan/
atau perusakan lingkungan hidup dan/atau peru-
sakan hutan.

13. Media Pengaduan adalah sarana layanan yang
dapat digunakan Pengadu untuk menyampaikan
pengaduan.

14. Instansi Terkait adalah instansi yang tugas dan
tanggung jawabnya terkait dengan materi aduan
yang bukan merupakan pengaduan lingkungan
hidup dan kehutanan.

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang
bertanggung jawab di bidang pengawasan dan
penegakan hukum lingkungan hidup dan kehu-
tanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.

17. Kementerian adalah kementerian yang menye-
lenggarakan urusan pemerintahan di bidang per-
lindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan
kehutanan.

18. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehu-
tanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehu-
tanan.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mem-
bérikan pedoman bagi:
a. Pengadu dalam melakukan pengaduan; dan
b. Instansi Penanggung Jawab dalam melakukan
pengelolaan pengaduan.

Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. objek pengaduan;
instansi Penanggung Jawab;
tata cara penyampaian pengaduan;
pengelolaan pengaduan; dan
keterbukaan informasi dan peran serta masyara-
kat.

© a0 o

/ PERATURAN |

Pasal 4

Asas pengelolaan pengaduan adalah:
a. ftransparan;

b. partisipatif;
¢. akuntabel;
d
e

cepat; dan
sederhana.
BAB Il
OBJEK PENGADUAN
Pasal b

(1) Objek pengaduan meliputi:
a. perencanaan;

b. pelaksanaan; dan/atau

c. pasca pelaksanaan; .

usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi dan/ |

atau menimbulkan dampak terhadap lingkungan
hidup dan/atau kehutanan.

(2) Objek pengaduan sebagaimana dimaksud pada

" ayat (1), terdiri atas:

a. usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki
atau tidak sesuai dengan izin di bidang ling-
kungan hidup dan/atau kehutanan;

b. pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup;

¢. perusakan hutan;

d. pengelotaan limbah B3 yang tidak sesuai den-
gan ketentuan peraturan perundang-undan-
gan; ‘
pembalakan liar;
pembakaran hutan dan lahan;
perambahan kawasan hutan;
perburuan, peredaran, dan perdagangan tum-
buhan dan satwa liar ilegal;

i. konflik tenurial kawasan hutan;

j. pemantaatan sumber daya genetik dan penge-

tahuan tradisional; dan/atau

k. usaha dan/atau kegiatan lainnya yang berten-
tangan dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan di bidang lingkungan hidup,
kehutanan, atau konservasi sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya.

(3} Ketentuan lebih lanjut pengaduan konflik tenur-
jal kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf i, diatur dengan Peraturan Menteri
tersendiri.

Ta o

BAB Il
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M PEMERINTAH

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
Pasal 6
Instansi Penanggung Jawab dalam mengelola

pengaduan meliputi:

a.
b.

(1)

(2)

{3)

{4)

Kementerian;

Instansi lingkungan hidup dan/atau kehutanan di
tingkat provinsi;

Instansi lingkungan hidup di tingkat kabupaten/
kota; dan

Kesatuan Pengelclaan Hutan.

Pasal 7

Kementerian berwenang mengelola pengaduan

dalam hal:

a. izin di bidang lingkungan hidup dan/atau ke-
hutanan, diterbitkan oleh Menteri;

b. izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehu-
tanan, diterbitkan oleh gubernur atau bupati/
walikota dalam hal Kementerian menganggap
telah terjadi pelanggaran yang serius;

¢. pengaduan pernah disampaikan kepada In-
stansi Penanggung Jawab di daerah provinsi
atau daerah kabupaten/kota, tetapi tidak dike-
lola sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan; atau '

d. pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan
yang dampak pencemaran dan/atau keru-
sakannya lintas provinsi.

Instansi lingkungan hidup dan/atau kehutanan di

tingkat provinsi berwenang mengelola pengaduan

dalam hal:

a. izin di bidang lingkungan hidup dan/atau ke-
hutanan diterbitkan oleh gubernur;

b. pengaduan pernah disampaikan kepada In-
stansi Penanggung Jawab di kabupaten/kota,
tetapi tidak dikelola sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

¢. pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan
yang dampak pencemaran dan/atau keru-
sakannya lintas kabupaten/kota.

Instansi kehutanan di tingkat daerah provinsi se-

lain kewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayat {2), berwenang mengelola pengaduan yang
pernah disampaikan kepada Kesatuan Pengelo-
laan Hutan, tetapi tidak dikelola sesuai dengan

Peraturan;

Instansi lingkungan hidup di tingkat daerah kabu- |

paten/kota berwenang mengelola pengaduan ter-

(5)

{1)

(2)

{3)

(1

(2}

(3)

(1

(2)

{3)

{(4)

hadap usaha dan/atau kegiatan dalam hal izin di

bidang lingkungan hidup diterbitkan oleh bupati/ |

walikota. .

Kesatuan Pengelolaan Hutan berwenang menge-
lola pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan
yang berada di dalam wilayahnya.

Pasal 8

Direktur Jenderal membentuk Sekretariat Pen- |

gaduan pada Kementerian untuk melaksanakan
Peraturan Menteri ini.

Gubernur,bupati/walikota atau Kepala KPH ses- |

uai dengan kewenangannya wajib menyediakan
Pos Pengaduan untuk melaksanakan Peraturan
Menteri ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mini-
mum Sekretariat Pengaduan atau Pos Pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
{2), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 9
Instansi Penanggung Jawab mengelola data pen-
gaduan.
Kementerian mengkoordinasikan integrasi data
pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman inte-
grasi data pengaduan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur
Jenderal.

BAB IV
TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN
Pasal 10
Pengaduan dapat disampaikan kepada Instansi
Penanggung Jawab baik secara langsung mau-
pun tidak langsung.
Pengaduan secara langsung sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilakukan dengan mendatangi

dan menyampaikan pengaduan kepada Sekretari- |

at Pengaduan atau Pos Pengaduan.

Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dilakukan melalui Media
Pengaduan.

Media pengaduan sebagaimana dimaksud pada
ayat {3) dapat berupa:

a. telepon:
b. faksimili;
C. surat;
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(5)

(6}

{Nn

surat elektronik;
website;

media sosial;

pesan singkat;

aplikasi pengaduan; atau

Ta *oa

teknologi.

Pengaduan paling sedikit memuat informasi: _
a. identitas pengadu berupa nama, alamat, no- |

mor telepon yang bisa dihubungi atau email;
b. lokasi kejadian;
c. dugaan sumber atau penyebab;
d. waktu, uraian kejadian dan dampak yang dira-
sakan.
e. penyelesaian yang diinginkan; dan
f. informasi pengaduan pernah atau belum dis-
ampaikan ke Instansi Penanggung Jawab.
Pengaduan dapat disampaikan sesuai dengan
format formulir pengaduan atau berisi informasi
yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (b).
Format formulir pengaduan sebagaimana pada
ayat (6) tercantum dalam Lampiran | yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

BAB V:
PENGELOLAAN PENGADUAN
Bagian Kesatu
Tahapan Pengelclaan Pengaduan

Pasal 11
Tahapan pengelolaan pengaduan terdiri atas:
penerimaan;
penelaahan;
verifikasi;

®© 0 0 O

(1)

(2}

perumusan laporan hasil; dan
tindak lanjut hasil pengaduan.

Bagian Kedua
Penerimaan
Pasal 12

Dalam hal pengaduan disampaikan langsung se-
cara lisan kepada petugas, pengadu mengisi for-
mulir pengaduan.
Dalam hal pengadu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) membutuhkan bantuan khusus karena
keterbatasannya, petugas membantu mengisikan
formulir pengaduan.

media lainnya sesuai dengan perkembangan |

(3)

(4)

(5)

(1)

(2}

{3)

{4)

 PENGUMUMAN / PE?#}“UEATPINT&H P

Dalam hal pengaduan disampaikan langsung se-
cara tertulis kepada petugas, pengadu meleng-
kapi informasi sesuai dengan formulir pengaduan.
Dalam hal pengaduan disampaikan secara tidak
langsung melalui media pengaduan berupa tele-
pon atau pesan singkat, petugas menuangkan
kedalam formulir pengaduan.

Dalam hal pengaduan secara tidak langsung me-
lalui media pengaduan berupa surat, surat elek-
tronik, media sosial, faksimili, atau aplikasi pen-
gaduan tidak perlu dituangkan di dalam formulir
pengaduan.

Pasal 13
Pengaduan dinyatakan lengkap dalam hal seluruh
informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (b) terpenuhi.
Dalam hal pengaduan dinyatakan lengkap, petu-
gas mencatat pengaduan ke dalam buku Register
Pengaduan.

Petugas memberikan Tanda Terima Pengaduan

atau nomor register pengaduan paling lama 3
{tiga) hari kerja sejak informasi pengaduan din-
yatakan lengkap.

Buku Register Pengaduan dan Tanda Terima Pen-
gaduan sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dan
ayat (3) tercantum dalam Lampiran Il dan Lampi-
ran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14
Dalam hal pengaduan konflik tenurial kawasan

hutan Instansi Penanggung Jawab meneruskan pen-
gaduan kepada tim pengelolaan konflik tenurial ka-
wasan hutan dalam jangka waktu paling lambat &
{lima) hari kerja sejak pengaduan dinyatakan lengkap.

(1)

(2)

{3)

Pasal 15

Dalam hal pengaduan belum lengkap, petugas
melakukan klarifikasi kepada pengadu untuk me-
lengkapi informasi pengaduan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 10 ayat (5} paling lambat 3
(tiga} hari kerja sejak pengaduan diterima.

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terlewati namun pengadu belum
melengkapi informasi pengaduan, pengaduan ti-
dak diregistrasi.

Petugas menyampaikan pemberitahuan melalui
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(4)

(5)

(2)

(1

(2)

{3)

surat atau website pengaduan tidak diregistrasi
dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) dan ayat (2) kepada pengadu.

Format pemberitahuan pengaduan tidak diregis-
trasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seb-
agaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per-
aturan Menteri ini.

Dalam hal pengaduan tidak diregristrasi seb-
agaimana dimaksud dalam ayat {2) pengadu
dapat menyampaikan kembali pengaduan yang
sama dengan informasi lengkap.

Pasal 16

Dalam bhal Instansi Penanggung Jawab tidak
mengelola pengaduan dalam waktu 10 (sepuluh)
hari kerja sejak pengaduan dinyatakan lengkap,
pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepa-
da Instansi Penanggung Jawab di tingkat pemer-
intahan yang lebih tinggi.

Instansi Penanggung Jawab di tingkat pemerin-
tahan yang lebih tinggi wajib melakukan pengelo-
laan pengaduan sesuai dengan Peraturan Menteri
ini.

Bagian Ketiga
Penelaahan Materi Pengaduan
Pasal 17

Dalam hal pengaduan telah diregistrasi, dilakukan

telaahan terhadap informasi pengaduan.

Hasil telaahan berupa kategari dan usulan reko-

mendasi kepada pejabat pemberi tugas pada In-

stansi Penanggung Jawab.

Hasil telaahan berupa kategori sebagaimana di-

maksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. pengaduan di bidang lingkungan hidup;

b. pengaduan di bidang kehutanan;

¢. pengaduan di bidang lingkungan hidup dan
kehutanan; atau

d. bukan pengaduan lingkungan hidup dan kehu-
tanan.

Hasil telaahan berupa rekomendasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. pelaksanaan verifikasi pengaduan;

b. pelimpahan pengaduan kepada bagian/hi-
dang, unit kerja atau antar Instansi Penang-
gung Jawab; atau

c. pelimpahan pengaduan kepada instansi ter-

Srarsienante Poboons
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(1)

(2)

(3)

(1)

{2)

(1}

(2)

B PEMERINTAH |

Pasal 18
Dalam hal pengaduan dikategorikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, huruf
b, dan huruf ¢, dan kewenangan berada pada
instansi penerima maka dilakukan verifikasi pen-
gaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (4) huruf a. '
Dalam hal pengaduan dikategorikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3} huruf a, huruf
b, dan huruf c, dan kewenangan bukan berada
pada instansi penerima maka dilakukan pelimpa-
han pengaduan kepada bagian/bidang, unit kerja
atau Instansi Penanggung Jawab sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4} huruf b.
Dalam hal pengaduan dikategorikan bukan seb-
agai pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan .
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3}
huruf d, pengaduan diteruskan kepada instansi
terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (4) huruf c

Bagian Keempat
Verifikasi Pengaduan
Pasal 19

Untuk verifikasi dilakukan kegiatan:

a. pemeriksaan administrasi, meliputi pemerik-
saan dokumen perizinan dan/atau permintaan
data atau informasi yang diperlukan dari unit
kerja lain, atau pihak lain yang dianggap rel-
evan; :

b. pemeriksaan lapangan, meliputi:

1. fisik lapangan; dan
2. dokumen terkait lainnya di lapangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman veri-

fikasi pengaduan sebagaimana dimaksud pada

ayat {1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Di-

rektur Jenderal.

Pasal 20
Dalam hal kegiatan verifikasi telah memperoleh
kesimpulan pada pemeriksaan administrasi, dapat
langsung merumuskan laporan hasil.
Dalam hal kegiatan verifikasi belum memperoleh
kesimpulan pada pemeriksaan administrasi, veri-
fikasi dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan.

Dalam hal pemeriksaan dilanjutkan dengan




(4)

(1

{2)

{1)
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pemeriksaan lapangan, hasil pemeriksaan lapan-
gan dituangkan dalam Berita "Acara Verifikasi
Pengaduan.

Format Berita Acara Verifikasi Pengaduan se-
bagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 21
Verifikasi dilakukan oleh:

a. Pengawas Lingkungan Hidup {PLH) hidup un-

tuk Kementerian;

b. Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PLHD)
untuk pengaduan lingkungan hidup di instansi
lingkungan hidup di provinsi dan kabupaten;

c. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk
oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya dalam hal in-
stansi lingkungan hidup belum memiliki PLH
atau PLHD; atau

d. Aparatur Sipil Negara (ASN) vang ditunjuk |

oleh Menteri, gubernur atau kepala kesatuan
pengelolaan hutan sesuai dengan kewenan-
gannya, dalam mengelola pengaduan dalam
bidang kehutanan;
ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d yang dapat ditunjuk melakukan verifikasi wajib
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. bekerja pada unit yang tugas dan fungsinya
terkait dengan:
1} lingkungan hidup untuk pengelolaan pen-
gaduan di bidang lingkungan hidup;
2) kehutanan untuk pengelolaan pengaduan
di bidang kehutanan; atau
b. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan
teknis di bidang lingkungan hidup atau kehu-
tanan.

Pasal 22

Untuk membuktikan kebenaran atas pengad-

uan, pelaksana verifikasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 ayat {1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan sesuai dengan data
pengaduan atau dokumen lainnya yang ter-
kait;

b. meminta keterangan;
membuat salinan dari dokumen dan/atau
membuat catatan yang diperlukan;

12)

(1)

{2)

(m

(2)

(3)

(4)

(5)

d. memasuki lokasi yang berkaitan dengan hal
yang diverifikasi;

e. memotret atau membuat rekaman audio vi-
sual;

f. mengambil sampel sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

memeriksa peralatan; dan

memeriksa instalasi dan/atau alat transpor-

tasi.

Pelaksana verifikasi selaku Pengawas Lirigkungan

. Hidup /Pengawas Lingkungan Hidup Daerah seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan

huruf b, berwenang untuk menghentikan pelang-

> @

garan tertentu.

Pasal 23

Dalam hal pelaku usaha dan/atau kegiatan mence-
gah, menghalang-halangi, menolak, atau meng-
gagalkan pelaksanaan tugas verifikasi lapangan,
pelaksana verifikasi membuat Berita Acara Peno-
lakan Verifikasi.

Format Berita Acara Penolakan Verifikasi seb-
agaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per-
aturan Menteri ini. ,

Bagian Kelima
Perumusan Laporan Hasil Verifikasi Pengaduan
Pasal 24

Pelaksana verifikasi wajib membuat laporan hasil
verifikasi pengaduan yang telah dilaksanakan
Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat pem-
beri tugas pada Instansi Penanggung Jawab.
Laporan hasil verifikasi paling sedikit memuat:
latar belakang dan tujuan verifikasi;
analisis data hasil verifikasi;

analisis yuridis:

kesimpulan dan saran; dan
. lampiran.

Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
huruf d berupa keterangan:

a. pengaduan terbukti; atau

b. pengaduan tidak terbukti.

Dalam hal pengaduan terbukti, usulan rekomen-
dasi dapat berupa:

a. penerapan sanksi administrasi;

b. penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan/

P oo oo
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(6)

(7)

{9)
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atau kehutanan di luiar pengadilan atau me-
lalui pengadilan;

¢c. penegakan hukum pidana;

d. pelimpahan kepada bagian/bidang, unit kerja
atau antar instansi penanggung jawab; dan/
atau

e. pelimpahan pengaduan kepada instansi ter-
kait.

Dalam hal pengaduan tidak terbukti namun dite-

mukan pelanggaran pelaksana verifikasi

memberikan usulan rekomendasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (5).

Dalam hal pengaduan tidak terbukti dan tidak

ditemukan pelanggaran lain, pengelolaan pengad-

uan dinyatakan selesai.

lain,

Format laporan hasil verifikasi sebagaimana di-.

maksud pada ayat {3) diatur dalam Lampiran VI

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Lampiran laporan hasil verifikasi sebagaimana di-

maksud pada ayat 3) huruf e, terdiri atas:

a. Berita Acara Verifikasi Pengaduan;

b. Berita Acara Penolakan Verifikasi dalam hal
terjadi penolakan verifikasi;

c. Berita Acara Penyerahan Sampel dalam hal di-
lakukan pengambilan sampel;

d. Berita Acara Pengambilan Foto atau Video;
dan/atau

e. Bukti lain yang mendukung, antara lain: do-
kumen perizinan, Amdal, peta, dokumen tata
usaha kayu, hasil laboratorium, laporan pen-
gelolaan dan pemantauan lingkungan dan se-
bagainya.

(10)Format Berita Acara Pengambilan Sampel seb-

(1)

agaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c seb-
agaimana dalam Lampiran VIll yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

| (11)}Format Berita Acara Pengambilan Foto atau Vid-

eo sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d
sebagaimana dalam Lampiran IX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

Bagian Keenam
Tindak Lanjut Hasil Pengaduan
Pasal 25
Pejabat pemberi tugas pada Instansi Penanggung

Business News 98213172087

(2)

(3)

(1}

(3)

Jawab menindaklanjuti laporan hasil pengaduan.
Dalam hal pejabat pemberi tugas pada Instansi
Penanggung Jawab tidak berwenang menindak-
lanjuti laporan hasil, pejabat pemberi tugas seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan
rekomendasi tindak lanjut kepada unit kerja lain
atau instansi terkait yang berwenang menindak-
lanjuti hasil.

Pejabat pemberi tugas menyampaikan surat pem-
beritahuan hasil pengaduan kepada pengadu.

Pasal 26
Jangka waktu pengelolaan pengaduan mulai dari
penerimaan pengaduan sampai dengan tindak

‘lanjut laporan hasil pengaduan dilaksanakan pal-

ing lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pen-
gaduan dinyatakan lengkap. !

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak termasuk waktu yang diperlukan dalam |
pelaksanaan uji‘laboratorium.

Dalam hal jangka waktu pengelolaan pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuh-
kan perpanjangan karena pelaksanaan uji labo-
ratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
petugas menyampaikan pemberitahuan kepada
pengadu beserta alasannya.

BAB VI

KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERAN SERTA

(1}

(2}

(3)

MASYARAKAT
Pasal 27
Pengadu berhak mendapatkan informasi menge-
nai:
a. perkembangan atau status pengelolaan pen-
gaduan;
b. laporan hasil pengaduan; dan
c. tindak lanjut hasil pengaduan.
Untuk menjamin  pemenuhan informasi seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pen-
anggung Jawab mengembangkan sistem infor-
masi pengaduan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi
pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jen-
deral.

Pasal 28
Dalam rangka perlindungan pengadu, Instansi




Penanggung Jawab wajib merahasiakan informasi ter-
kait dengan pengadu.

Pasal 29

(1) Pencabutan pengaduan tidak menghentikan pros-
es pengelolaan pengaduan,

{2} Dalam rangka memperkuat pelaksanaan penge-
lolaan pengaduan, Instansi Penanggung Jawab
dapat mengembangkan pembinaan atau kerjasa-
ma pemantauan ketaatan usaha dan/atau keg-
iatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
bersama masyarakat.

{3) Pembinaan atau kerjasama sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ke-
tentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 30
Biaya pelaksanaan kegiatan pengelolaan pen-
gaduan dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN};

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD); atau

¢. sumber lainnya yang sah sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang-undangan

BAB VIl
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a, Pengelolaan -pengaduan lingkungan hidup dan/
atau kehutanan yang telah diregistrasi, ditelaah,
diverifikasi, dan perumusan Laporan Hasil yang
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomeor @ Tahun 2010
tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan
Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau
Perusakan Lingkungan Hidup dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Menteri ini;

b. Direktorat Jenderal membentuk Sekretariat Pen-
gaduan pada setiap Unit Pelaksana Teknis paling
lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan
Menteri ini;

c. Gubernur, bupati/walikota atau Kepala Kesatuan

-"_r-ll'_'-.'-'-'l. )
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Pengelolaan Hutan sesuai dengan kewenangan-
nya membentuk Pos Pengaduan paling lambat 1
(satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri
ini;

d. Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya wajib mengangkat dan mene-
tapkan PLH/PLHD sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundang-undangan paling lambat 2 (dua)
tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Pen-
anganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/
atau Perusakan Lingkungan Hidup dicabut dan din-
yatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2017
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESHA,
ttd.
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